PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 52 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 551 TAHUN 2008 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA/DANA HIBAH DARI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PELABUHAN KHUSUS TAHUN 2009

MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang
:
a. bahwa sumbangan yang bersifat umum dan berlaku secara terus menerus lebih bersifat pajak dan pengadministrasiansumbangan/hibah/hadiah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah sehingga tidak perlu diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri;



b. bahwa Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 551 Tahun 2008 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Dana Hibah dari Sektor Pertambangan dan Pelabuhan Khusus Tahun 2009, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perluditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 551 Tahun 2008 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Dana Hibah dari sektor Pertambangan dan Pelabuhan Khusus Tahun 2009;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2.
 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

4.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 551 TAHUN 2008 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA/DANA HIBAH DARI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PELABUHAN KHUSUS TAHUN 2009

Pasal 1 

Membatalkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 551 Tahun 2008 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Dana Hibah dari Sektor Pertambangan dan Pelabuhan Khusus Tahun 2009.

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 – 10 -
2009

MENTERI DALAM NEGERI, 

TTD
      H. MARDIYANTO

